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ABSTRAK

The rapid advancement of technology has raised public expectations for easy
access to government services and information. In response, the Parigi Mou-
tong District Government has implemented the Electronic-Based Government
System (SPBE) with an SPBE index of 2.68, indicating that the system has
been well implemented. This study employs the Enterprise Architecture (EA)
methodology, based on the TOGAF ADM, with a focus on the infrastructure
domain to enhance efficiency, security, and integration within SPBE. The study
involves the stages of preparation, data collection, analysis, design, finalization,
and validation. The identified gap is that, despite the successful implementation
of SPBE, the integration of modern technologies such as Al and blockchain to
strengthen security and efficiency has not yet been fully optimized. The novelty
of this research lies in the integration of advanced technologies in the Enter-
prise Architecture blueprint for SPBE, as well as the implementation of pilot
testing to evaluate the alignment of the application with real-world conditions.
The research aims to develop a comprehensive blueprint offering infrastruc-
ture improvement solutions for the Parigi Moutong District Government. The
results show that TOGAF ADM successfully improves system integration, bu-
reaucratic efficiency, and public service quality. The conclusion emphasizes
the importance of adjusting technology to suit local conditions and needs when
applying it to other regions.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah license.

s

Pesatnya kemajuan teknologi telah meningkatkan harapan masyarakat terhadap kemudahan akses layanan dan
informasi pemerintah. Menanggapi hal ini, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menerapkan Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik (SPBE) dengan indeks 2,68, yang menunjukkan bahwa implementasi telah berlangsung dengan cukup
baik. Penelitian ini menggunakan metodologi Enterprise Architecture (EA) berbasis TOGAF ADM yang difokuskan pada
domain infrastruktur untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan integrasi sistem SPBE. Tahapan penelitian meliputi
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persiapan, pengumpulan data, analisis, perancangan, finalisasi, dan validasi. Meskipun SPBE telah berjalan, ditemukan
adanya gap berupa belum optimalnya integrasi teknologi modern seperti kecerdasan buatan (AI) dan blockchain, khususnya
dalam memperkuat efisiensi dan keamanan sistem. Kebaruan dari penelitian ini terletak pada penggabungan teknologi
canggih ke dalam cetak biru Arsitektur Enterprise untuk SPBE serta uji coba terbatas (pilot testing) guna memastikan
kesesuaian solusi dengan kondisi nyata di lapangan. Tujuan utama penelitian ini adalah mengembangkan cetak biru
infrastruktur yang mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan efisiensi birokrasi di Kabupaten Parigi Moutong.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa TOGAF ADM efektif dalam meningkatkan integrasi sistem, efisiensi layanan, dan
tata kelola pemerintahan, serta menegaskan pentingnya penyesuaian teknologi sesuai kebutuhan lokal dalam penerapan
SPBE di wilayah lainnya.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah license.

Olicl

1. PENDAHULUAN

Penggunaan teknologi digital dalam operasional pemerintah, yang dikenal dengan e-Government,
telah mendorong perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi pelayanan
publik [1]. Pada 2018, Indonesia berada di peringkat ke-107 global dan ke-7 di ASEAN dalam Indeks Pengem-
bangan e-Government (EGDI), dengan skor rata-rata 0,5258 di bawah rata-rata Asia Tenggara (0,5555). Un-
tuk memperbaiki posisi ini, pemerintah mengeluarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2018, yang mendorong inte-
grasi sistem e-Government untuk memberikan respons yang lebih efisien terhadap kebutuhan warga, termasuk
melalui aplikasi berbasis teknologi digital [2].

Penelitian ini mendukung SDG 9 dengan memanfaatkan teknologi digital untuk meningkatkan ak-
sesibilitas dan efisiensi pelayanan publik, yang berkontribusi pada pembangunan infrastruktur berkelanjutan.
Selain itu, penelitian ini juga berperan dalam SDG 16 dengan mendukung transparansi, pengelolaan data pub-
lik, dan keamanan data, yang memperkuat institusi yang transparan dan akuntabel. Terakhir, melalui integrasi
data antar instansi, penelitian ini mendukung SDG 17 dengan mendorong kemitraan dan kolaborasi antar pe-
mangku kepentingan untuk mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan.

Permintaan informasi yang cepat, akurat, dan tepat mendorong perkembangan teknologi web [3].
Teknologi informasi dapat meningkatkan produktivitas baik di tingkat organisasi maupun individu [4]. Pe-
merintah memanfaatkan teknologi informasi untuk mengoptimalkan layanan publik, mendukung transparansi,
serta meningkatkan keamanan dalam pengelolaan data publik [5]. Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 [6]. Peneli-
tian ini fokus pada penggunaan Arsitektur Domain Data dalam SPBE, dengan dukungan regulasi Perpres No.
39/2019 tentang Satu Data Indonesia yang mendasari integrasi data antar instansi pemerintah. Teknologi In-
formasi dan Komunikasi (TIK) juga didorong oleh peraturan pemerintah untuk memfasilitasi pembuatan, pen-
gelolaan, dan akses data administrasi pemerintahan secara terintegrasi dan aman [7]. Penerapan ini berfokus
pada Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong, yang memiliki indeks SPBE 2,68, menunjukkan bahwa sistem
tersebut sudah cukup baik diterapkan untuk mendukung efisiensi operasional pemerintahan [8].

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Parigi Moutong berperan penting dalam meningkatkan
kualitas layanan SPBE untuk mendukung stabilitas ekonomi lokal [9].Evaluasi dan analisis berkala sangat
diperlukan untuk memastikan penerapan e-Government berkelanjutan sesuai dengan Perpres No. 95/2018,
serta untuk meningkatkan keterpaduan teknologi dengan kebutuhan masyarakat. Perancangan Arsitektur Enter-
prise bertujuan untuk mengintegrasikan layanan pemerintah dengan pemerintah provinsi dan mengoptimalkan
aplikasi yang digunakan di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Parigi Moutong [10].

Penelitian ini berfokus pada merancang blueprint Arsitektur Enterprise untuk e-Government Kabu-
paten Parigi Moutong, dengan menggunakan metodologi TOGAF ADM. Investasi teknologi guna meningkatkan
kinerja organisasi, dengan penekanan pada integrasi bisnis dan TI untuk efektivitas pengambilan keputusan,
manajemen proyek, dan pengembangan kemampuan bisnis dan teknologi informasi [11]. Selain itu, penelitian
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ini juga mencakup potensi integrasi Al dan blockchain dalam memperkuat keamanan dan efisiensi data, yang
sangat relevan dalam mengelola data pemerintah secara lebih transparan dan aman [12].

2. PERMASALAHAN

Perkembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia masih tertinggal diband-
ingkan negara-negara ASEAN lainnya. Pemerintah merespons hal ini dengan mengeluarkan Perpres No. 95
Tahun 2018 untuk mendorong implementasi SPBE sebagai bagian dari upaya memperkuat sistem e-Government
[13]. Kabupaten Parigi Moutong juga perlu segera mengadopsi SPBE dan menerapkan e-Government un-
tuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan meningkatkan kualitas hidup
masyarakat [14]. Langkah ini penting untuk mengejar ketertinggalan teknologi di tingkat lokal dan mendukung
pertumbuhan ekonomi daerah [15]. Berikut gambar Predikat Nilai SPBE:

EVALUASI
SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK TAHUN 2023

Domain dan Aspek Penilaian Bobot Predikat Indeks SPBE
Domain 1 - Kebijakan SPBE 13%

Aspek 1 - Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE 13% HO NILAI INDEKS PREDIKAT
Domain 2 - Tata Kelola SPBE 25%

Aspek 2 - Perencanaan Strategis 10% | 42-50 Memuaskan

Aspek 3 - Teknologi Informasi dan Komunikasi 10%

Aspek 4 - Penyelenggaraan SPBE 5% 2 35-<42 Sangat Batk
Domain 3 - Manajemen SPBE 16,5% 3 26-<35 Baik %

Aspek S - Penerapan Manajemen SPBE 12%

Aspek 6 - Audit TIK 4,5% 4 | 1.8-<26 Cukup
Domain 4 - Layanan SPBE 45,5% 5 <18 Kurang

Aspek 7 - Layanan Administrasi Pemerintahan 27,5%
Berbasis
Elektronik

Aspek 8 - Layanan Publik 18%

" Target penilaian: Predikat Baik
(indeks minimal 2,6)

Gambar 1. Predikat Indeks SPBE
(Sumber: Hasil Evaluasi Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong)

Gambar 1 merupakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) meliputi beberapa domain,
termasuk pengelolaan data dan informasi yang terintegrasi. Di Indonesia, Peraturan Presiden No. 39 Tahun
2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi landasan untuk menggabungkan data dari berbagai instansi pemer-
intah ke dalam satu platform terpadu. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pembuatan, pengelolaan, dan akses
data dalam pelaksanaan tugas pemerintahan [16].

Dengan demikian, penerapan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan diharapkan dapat
meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas layanan publik secara keseluruhan [17].

Berdasarkan gambar 2, data yang dapat diakses melalui situs web resmi Dinas Komunikasi dan Infor-
matika Kabupaten Parigi Moutong diskominfo.parigimoutongkab.go.id, pada tahun 2023, Pemerintah Kabu-
paten Parigi Moutong berhasil mencatatkan indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebesar
2,68. Indeks ini menggambarkan tingkat kesiapan dan implementasi SPBE di tingkat daerah, yang mengacu
pada penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan
publik. Nilai indeks tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah mencapai ke-
siapan yang baik dalam memanfaatkan teknologi digital untuk mendukung operasional pemerintahan.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari komitmen Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam men-
dukung transformasi digital dan pengembangan teknologi informasi di sektor publik. Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Parigi Moutong berperan penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan,
terbuka, dan terintegrasi melalui berbagai program yang mendukung penggunaan teknologi dalam pelayanan
publik. Melalui penerapan SPBE, pemerintah daerah diharapkan dapat mengoptimalkan sumber daya yang ada
untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat, tepat, dan efisien kepada masyarakat.

Pencapaian indeks SPBE 2,68 ini menjadi landasan penting bagi Pemerintah Kabupaten Parigi Mou-
tong untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efisiensi birokrasi.

Jika kita merujuk pada gambar 2 yang menampilkan predikat nilai indeks SPBE, angka 2,68 ini be-
rada dalam kategori yang menunjukkan penilaian baik terhadap kinerja pemerintahan. Ini menandakan bahwa
Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah membuat kemajuan dalam menerapkan sistem e-Government dan
menggunakan teknologi untuk mendukung berbagai aspek administrasi publik [18].
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2,68
INDEKS SPBE - PEMERINTAH KAB. PARIGI MOUTONG -
(Baik)

£

Nilai Indeks SPBE, Domain, dan Aspek

)

Nama Indeks Nilai 2023
SPBE 2,68
3,20
3,20

1,80

Strategis SPBE 1,75
Teknologi Informasi dan Komunikasi 1,75
Penyelenggara SPBE 2,00

Domain Manajemen SPBE 1,00
Penerapan Mansjemen SPBE 1,00
Audit TIK 1,00

Domain Layanan SPBE 3,63

Layanan A t Py tahan Berbasis t 3,60

Layanan Publik Berbasis Elektronik 3,67

Gambar 2. Predikat Indeks SPBE
(Sumber: Hasil Evaluasi Diskominfo Kabupaten Parigi Moutong)

Pencapaian ini dapat dilihat pada gambar 2 diinterpretasikan sebagai bukti komitmen dan upaya yang
dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dalam meningkatkan transparansi, aksesibilitas, dan
efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik kepada masyarakatnya [19]. Dengan terus mengembangkan
dan memperkuat infrastruktur teknologi informasi serta kebijakan yang mendukung, diharapkan Kabupaten
Parigi Moutong dapat terus meningkatkan peringkat dan kualitas layanan pemerintahannya, sesuai dengan
standar nasional maupun internasional [20].

3.  METODOLOGI PENELITIAN

Proses perancangan dalam penelitian ini dilakukan dengan memberikan penjelasan mengenai alur
perancangan Arsitektur Enterprise SPBE di lingkungan pemerintah tersebut [21]. Adapun tahapan yang dilalui
dalam penyelesaian penelitian ini dapat dilihat pada gambar berikut:

Identifikasi ’ Studi . Pengumpulan
Masalah Literatur Data

Perancangan

Menulis Laporan ‘_ Arsitektur
Penelitian

Enterprise

Gambar 3. Alur Penelitian

Data dalam gambar 3 ini dikumpulkan melalui wawancara dan studi literatur. Wawancara melibatkan
observasi langsung oleh peneliti terhadap data dan pertanyaan terkait topik penelitian, yang kemudian dicatat
secara sistematis [22]. Peneliti melakukan wawancara langsung dengan bapak Arman, S.Sos., M.I.Kom yang
bertanggung jawab terhadap Kasi Pengembangan Infrastruktur dan Teknologi di Dinas Komunikasi dan In-
formatika [23]. Wawancara adalah proses interaksi di mana pertanyaan diajukan kepada pihak terkait untuk
mengumpulkan data tentang suatu masalah [24]. Peneliti mengumpulkan data dengan melakukan wawancara
langsung dengan individu yang mewakili bidang e-Government di pemerintahan tersebut [25].
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Penelitian ini kini mencakup tahapan pilot testing untuk aplikasi yang dikembangkan. Tahapan ini
bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian arsitektur dengan kondisi nyata di Pemerintah Kabupaten Parigi
Moutong. Pilot testing melibatkan uji coba aplikasi pada beberapa unit kerja untuk menilai fungsi dan integrasi
sistem dengan kondisi operasional yang ada. Uji coba ini juga untuk memastikan kesesuaian implementasi
teknologi dengan kebutuhan praktis di lapangan.

LINGEUNGAN

Evaluasi

Gambar 4. Model Konseptual

Gambar 4 menggunakan sebuah model konseptual yang memberikan pada gambar 4 dengan dasar
teoritis dan metodologis untuk menjelaskan fenomena yang diselidiki, serta untuk memandu analisis dan
interpretasi data dalam penelitian tersebut [26]. Model konseptual adalah gambaran yang menggambarkan
elemen-elemen penting dalam suatu studi atau penelitian [27]. Diharapkan bahwa model konseptual ini akan
memberikan panduan yang komprehensif dan terperinci untuk berbagai aspek dari penelitian[28]. Komponen
lingkungan dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian, yaitu individu, struktur organisasional, dan teknologi
[29].

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal TOGAF, yang disebut Fase Preliminary, dilakukan persiapan dan inisiasi untuk mer-
ancang arsitektur yang fokus pada identifikasi kebutuhan bisnis yang akan diintegrasikan ke dalam arsitektur
yang sedang dikembangkan. Fase ini sangat penting karena memberikan dasar bagi seluruh proses perancan-
gan arsitektur yang lebih lanjut [30, 31]. Dalam Fase Preliminary, prinsip-prinsip arsitektur diterapkan untuk
memastikan bahwa arsitektur yang dikembangkan akan memenuhi kebutuhan bisnis dan operasional yang ada
[32, 33].

Pada tahap ini, analisis kebutuhan bisnis dilakukan untuk memastikan bahwa arsitektur yang diran-
cang dapat mencakup seluruh aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Hal ini meli-
batkan pemetaan proses bisnis yang ada serta identifikasi kekuatan dan kelemahan yang ada dalam struktur
organisasi dan sistem yang berjalan. Pemetaan ini sangat berguna untuk merumuskan solusi yang tepat guna
mengoptimalkan integrasi teknologi dengan strategi bisnis.

Fase ini juga mencakup pemetaan pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengembangan arsitek-
tur. Identifikasi pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan bahwa seluruh pihak yang berperan
dalam implementasi arsitektur memiliki pemahaman yang jelas tentang tujuan dan manfaat yang diharapkan.
Stakeholder yang relevan, seperti pihak teknis, pihak manajerial, dan pengguna akhir, harus dilibatkan sejak
awal untuk mendapatkan dukungan penuh dan memastikan keterlibatan aktif selama proses perancangan.

Selain itu, Fase Preliminary juga melibatkan penentuan prinsip-prinsip arsitektur yang akan digunakan
untuk membimbing pengembangan arsitektur lebih lanjut.
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Tabel 1. Prinsip-prinsip Data

No | Prinsip Data Deskripsi
Data Definisi data telah disepakati secara konsisten di seluruh
1. industri dan mudah dipahami, serta dapat diakses oleh
Standar
semua pengguna.
) Keterbukaan Data tersebut menunjukkan transparansi yang baik
’ Data dengan menggunakan teknologi informasi.
3 Data Data adalah sumber daya penting bagi perusahaan
’ Aset dan memerlukan manajemen yang efektif
4 Akses Pengguna harus memiliki akses ke data agar dapat
’ Data melaksanakan tugasnya
5 Pemisahan Untuk menjalankan tugasnya, pengguna harus
' Data memiliki akses ke data yang diperlukan.
6 Pemegang Setiap elemen data memiliki penanggung jawab
' Data yang bertanggung jawab atas kualitas data.
7 Perlindungan Data harus diproteksi dari akses oleh individu yang
' Data tidak berwenang dan ancaman dari pihak lain.

Tabel 1 data memiliki prinsip-prinsip dasar yang sangat penting untuk dijaga dan diterapkan agar dapat
mendukung pengelolaan informasi secara efisien dan aman [34]. Prinsip pertama adalah Data Standard, yang
mengharuskan definisi data disepakati secara konsisten di seluruh industri dan mudah dipahami serta dapat
diakses oleh semua pengguna [35]. Selain itu, Keterbukaan Data menekankan pentingnya transparansi dalam
penggunaan data melalui teknologi informasi [36]. Prinsip lainnya termasuk Data Aset, yang menganggap data
sebagai sumber daya penting yang memerlukan manajemen yang efektif, dan Akses ke Data, yang memastikan
pengguna memiliki akses ke data untuk melaksanakan tugasnya [37].

Dalam Kerangka Kerja ADM TOGAF, tahap pertama adalah Visi Arsitektur. Pada tahap ini, fokus
utamanya adalah menetapkan cakupan proyek, mengidentifikasi semua pihak yang terlibat, dan membentuk
visi arsitektur yang terperinci [38]. Dokumen yang dihasilkan dalam tahap ini meliputi Rantai Nilai (Value
Chain) dan Peta Pemangku Kepentingan (Stakeholder Map Matrix) [39]. Peta pemangku kepentingan ini
akan membantu dalam memahami peran masing-masing pihak yang terlibat dan bagaimana arsitektur dapat
mendukung tujuan yang lebih luas dalam sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).

Selanjutnya, tahap kedua dalam TOGAF ADM adalah Business Architecture, yang fokus pada per-
ancangan struktur dan proses bisnis yang akan mendukung implementasi arsitektur. Pada tahap ini, penting
untuk mengidentifikasi kebutuhan bisnis yang harus dipenuhi oleh arsitektur serta hubungan antara bisnis dan
teknologi. Desain yang baik akan memungkinkan integrasi yang lebih efektif antara teknologi informasi dan
proses bisnis yang ada, sehingga menciptakan operasional yang lebih efisien dan terukur.

Terakhir, dalam tahap Information Systems Architecture, fokus akan beralih pada perancangan ar-
sitektur sistem informasi yang akan mendukung kebutuhan bisnis dan proses yang telah dianalisis sebelumnya.
Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa sistem informasi yang dikembangkan tidak hanya memenuhi ke-
butuhan teknis, tetapi juga mampu mengintegrasikan data dan aplikasi yang ada, serta mendukung pengambilan
keputusan yang berbasis data yang lebih baik. Ini menjadi elemen penting untuk memastikan keberlanjutan dan
kemajuan dari Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang diterapkan di Pemerintah Kabupaten Pa-
rigi Moutong. Pencapaian keberhasilan pada tahap ini akan memungkinkan pemerintah untuk mengelola data
dengan lebih efisien dan mempermudah akses informasi secara transparan dan real-time.

Perlu dilakukan evaluasi terhadap kompatibilitas sistem yang sudah ada dengan sistem yang akan
dikembangkan. Interoperabilitas antara aplikasi yang ada di berbagai unit kerja pemerintahan menjadi kunci
utama untuk menciptakan sistem yang terintegrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, pengujian dan penye-
suaian terhadap proses bisnis yang ada sangat diperlukan, agar transisi ke sistem baru dapat berjalan mulus dan
tidak mengganggu operasi pemerintahan yang sudah berjalan. Dengan arsitektur sistem informasi yang solid
dan terintegrasi, implementasi SPBE di Kabupaten Parigi Moutong dapat meningkatkan kinerja organisasi dan
memberikan layanan publik yang lebih baik dan lebih efisien.
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Gambar 5 ini menggambarkan struktur perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan dan anggaran
dalam suatu organisasi atau pemerintahan [40]. Diagram ini menunjukkan berbagai komponen yang terlibat
dalam proses pengelolaan kebijakan, perencanaan program, serta pelaksanaan yang melibatkan berbagai sek-
tor, seperti sosial, kesehatan, dan infrastruktur [41]. Setiap sektor memiliki sub-komponen yang berfokus pada
perencanaan dan implementasi spesifik, seperti pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, dan pengen-
dalian penduduk [42, 43]. Proses ini juga melibatkan stakeholder yang berkepentingan, yang memainkan peran
penting dalam memastikan efektivitas dan efisiensi setiap program yang dijalankan [44].

Tabel 2. Matriks Peta Pemangku Kepentingan

No | Pihak terkait Peran Kelas
| Bupati Bertugas untuk menjalankan SPBE di wilayah Pemain
’ P Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Andalan
Wakil Memberikan dukupgan kepada Bupé}tl dalam Pemain
2. . pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah
Bupati Andalan

Kabupaten Parigi Moutong.
Menyelaraskan pelaksanaan kebijakan SPBE
Sekretaris Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong dan Pemain

Daerah mengoordinasikan SPBE dengan instansi pemerintah | Andalan
pusat dan daerah.
Mengembangkan dan mengawasi pelaksanaan tugas
pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah, Tetap
serta memberikan dukungan kepada perangkat daerah Puas

dan pemerintahan desa.

4. Inspektorat

Tabel 2 menjelaskan peran berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Terdapat empat pihak yang terlibat,
yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Inspektorat. Bupati memiliki tugas utama untuk men-
jalankan SPBE di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sebagai pemain andalan, sementara Wakil Bupati bertu-
gas memberikan dukungan kepada Bupati dalam pelaksanaan SPBE. Sekretaris Daerah bertanggung jawab
untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan SPBE serta mengoordinasikan antara instansi pemerintah pusat
dan daerah [45]. Inspektorat memiliki peran penting dalam mengembangkan serta mengawasi pelaksanaan
tugas pemerintahan, yang juga mencakup kewenangan daerah dan memberikan dukungan kepada perangkat
daerah serta pemerintahan desa.

Arsitektur Data merupakan bagian dari fase Arsitektur Sistem Informasi yang terfokus pada peren-
canaan arsitektur data dalam pengembangan arsitektur enterprise di sebuah organisasi. Dalam proses peran-
cangan arsitektur data, dokumen yang dihasilkan meliputi Katalog Entitas Data/Proses Bisnis, Katalog Ap-
likasi/Entitas Data, Model Data Konseptual, Taksonomi data, dan Matriks Aliran Data.
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Tabel 3. Daftar Entitas Data/Proses Bisnis
Entitas Proses Pemangku .. Tipe
No Data Bisnis kepentingan Deskripsi Data
Data Semua Semua Organisasi Informasi tentang Data
1 Program Proses Perangkat Daerah (OPD) program kerja ..
kerja Operasional | di Kabupaten Parigi Moutong Seluruh OPD inti
Data Arsip Semua Semua Organisasi Informasi mengenai isu-isu Data
2. dan Surat Proses Perangkat Daerah (OPD) dalam manajemen arsip dan | . .
. . . . 1nt1
Menyurat | Operasional | di Kabupaten Parigi Moutong surat-menyurat
Informasi Semua Semua Organisasi Data mengenai Hukum dan Data
3. Hukum Proses Perangkat Daerah (OPD) Peraturan yang berlaku .
Regulasi | Operasional | di Kabupaten Parigi Moutong saat ini inti

Tabel 3 menjelaskan peran berbagai pihak terkait dalam pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE) di Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong. Terdapat empat pihak yang terlibat,
yaitu Bupati, Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, dan Inspektorat [46]. Bupati memiliki tugas utama untuk men-
jalankan SPBE di wilayah Kabupaten Parigi Moutong sebagai pemain andalan, sementara Wakil Bupati bertu-
gas memberikan dukungan kepada Bupati dalam pelaksanaan SPBE. Sekretaris Daerah bertanggung jawab
untuk menyelaraskan pelaksanaan kebijakan SPBE serta mengoordinasikan antara instansi pemerintah pusat
dan daerah [47]. Inspektorat memiliki peran penting dalam mengembangkan serta mengawasi pelaksanaan
tugas pemerintahan, yang juga mencakup kewenangan daerah dan memberikan dukungan kepada perangkat
daerah serta pemerintahan desa.

Katalog Aplikasi/Data Entities mencerminkan rencana data yang akan dimanfaatkan dalam aplikasi
yang sedang berjalan atau yang direncanakan, dengan data yang dikumpulkan dari seluruh OPD dan rekomen-
dasi data yang spesifik untuk rencana tersebut dipetakan sesuai dengan proses bisnis yang berlaku saat ini [48].
Jumlah aplikasi yang telah dibangun hingga saat ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Aplikasi Kab. Parigi Moutong

Status Jumlah
Dalam Pengembangan 1
Dalam Pengoprasian 41
Diam 1
Dicabut
Tanpa Keterangan 8
Total 51

Tabel 4 terdapat jumlah aplikasi kabupaten parigi moutong totalnya ada 51 aplikasi. Diantaranya
dalam pengembangan 1, dalam pengoperasian 41, diam ada 1, dicabut 0 dan tanpa keterangan 8. Sebagian besar
aplikasi yang ada di Kabupaten Parigi Moutong sudah beroperasi, mencakup berbagai bidang yang mendukung
pelayanan publik, administrasi pemerintahan, dan pembangunan daerah. Aplikasi-aplikasi yang telah berjalan
ini memiliki peran penting dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan pemerintah. Sebagai contoh,
aplikasi SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah) digunakan untuk menyediakan data dan informasi
terkait pembangunan daerah secara elektronik, yang melibatkan beberapa dinas terkait [49].

Selain itu, aplikasi lain yang juga beroperasi adalah SIMPBB (Sistem Informasi Pembayaran Pajak
Daerah), yang digunakan untuk pengelolaan pembayaran pajak daerah [50]. Aplikasi ini membantu meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Aplikasi-aplikasi semacam ini sangat pent-
ing untuk mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE) yang semakin berkembang di seluruh
Indonesia, termasuk di Kabupaten Parigi Moutong. Meski sebagian besar aplikasi sudah beroperasi, terdapat
pula aplikasi yang masih dalam tahap pengembangan. Aplikasi yang dalam tahap pengembangan ini dihara-
pkan dapat segera dioperasikan untuk mendukung proses pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik
lagi. Pengembangan aplikasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam meningkatkan pelayanan
kepada masyarakat serta mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan daerah.
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Tabel 5. Katalog Aplikasi

No | Nama Aplikasi Deskripsi Unit Yang Mengoperasikan
. . . Dinas Pemberdayaan Masyarakat
Sistem Informasi untuk penyediaan
dan Desa,
1. SIPD data pembangunan . .
. Dinas Pengendalian Penduduk,
daerah secara elektronik dil
Sistem informasi pelaporan
) SI untuk pengolahan SATPOL
' SatpolPP dan penyebaran PP
informasi penegakan perda
3 JDIH Sistem informasi jaringan dokumentasi Sekretariat DPRD,
' DPDR dan informasi hukum Sekretariat Daerah
Sekretariat DPRD,
Sistem penilaian kinerja instansi Dinas Perpustakaan,
4. SIMDANG pemerintahan daerah Dinas Kependudukan,
dll
Sistem untuk meneumumkan Dinas Kelautan dan Perikanan,
5. SIRUP g Sekretariat DPRD,
Rencana Umum Pengadaan dil
Sistem perlindungan Dinas
6. | SIMFONI PPA perempuan dan anak P2KB
Sistem untuk pemantauan Sekretariat DPRD,
7. E-SAKIP p. L. Dinas Pemuda Olahraga,
dan pengendalian kinerja dll
8. SIM PBB Sistem peng.elolaan Badan Pendapatan Daerah
pembayaran pajak daerah
9 SRIKANDI Sistem admlmst.ram tata kelola Dinas Perpust.akaan
kearsipan dan Pengarsipan
10 e-Monev Sistem laporan pemantauan pelaksanaan Kecamatan,
’ rencana kerja Dinas Pengendalian Penduduk

Tabel 5 mencakup berbagai aplikasi yang digunakan di Kabupaten Parigi Moutong untuk mendukung
pengelolaan pemerintahan dan pelayanan publik. Aplikasi SIPD menyediakan data pembangunan daerah, di-
gunakan oleh dinas seperti Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Dinas Pengendalian Penduduk.
SI SatpolPP digunakan oleh SATPOL PP untuk penegakan perda dan perlindungan masyarakat. JDIH DPDR
adalah sistem repository informasi hukum untuk Sekretariat DPRD. SIMDA NG menyediakan data penilaian
kinerja instansi pemerintahan daerah. SIRUP mempermudah pengumuman RUP, digunakan oleh Dinas Ke-
lautan dan Perikanan. SIMFONI-PPA adalah sistem perlindungan perempuan dan anak, sementara E-SAKIP
digunakan untuk pemantauan kinerja oleh unit kerja.

5.  MANAJERIAL IMPLIKASI

Pentingnya penyesuaian arsitektur teknologi informasi (TT) dengan kebutuhan lokal menjadi hal yang
sangat penting dalam implementasi SPBE. Setiap daerah memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda,
sehingga arsitektur TI yang diterapkan perlu disesuaikan dengan kondisi spesifik di daerah tersebut. Pemer-
intah Kabupaten Parigi Moutong telah berhasil menerapkan TOGAF ADM sebagai acuan dalam perancangan
arsitektur, yang dapat dijadikan contoh bagi daerah lain. Namun, untuk memastikan sistem yang dikembangkan
dapat berfungsi secara optimal, penyesuaian harus dilakukan dengan mempertimbangkan keterbatasan sumber
daya, kebutuhan spesifik, serta tantangan lokal yang ada di setiap daerah.

Pengelolaan data yang efektif dan aman juga sangat penting untuk mendukung pengambilan keputusan
yang tepat dalam pemerintah daerah. Dengan adanya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia, pengelolaan data pemerintahan yang terintegrasi menjadi dasar yang kuat. Integrasi data antar
instansi akan membantu meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan memungkinkan proses adminis-




116 a E-ISSN: 2528-6544 P-ISSN: 2620-3383

tratif yang lebih efisien. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan data yang dikelola
tidak hanya terstruktur dengan baik, tetapi juga terlindungi dari ancaman yang dapat merusak integritasnya.

Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan merupakan aspek penting lainnya dalam imple-
mentasi SPBE. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong telah menunjukkan pentingnya kolaborasi antara berba-
gai pihak, baik di tingkat daerah maupun provinsi, untuk menyukseskan implementasi arsitektur enterprise.
Manajer TI di daerah lain juga perlu memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak terkait, termasuk sektor
swasta dan masyarakat, untuk memastikan bahwa sistem yang dikembangkan dapat terintegrasi dengan baik.
Selain itu, evaluasi berkelanjutan dan uji coba sistem dalam kondisi nyata sangat diperlukan untuk memastikan
bahwa SPBE dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman.

6. KESIMPULAN

Dengan menerapkan pendekatan TOGAF ADM, Kabupaten Parigi Moutong telah berhasil merancang
dan mengimplementasikan architecture enterprise yang kuat untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis
Elektronik (SPBE). Fase awal seperti Preliminary dalam TOGAF ADM membantu secara sistematis mengi-
dentifikasi kebutuhan dan tujuan yang harus dicapai dalam integrasi teknologi informasi di berbagai Organisasi
Perangkat Daerah (OPD). Melalui tahapan Architecture Vision, Kabupaten ini berhasil merumuskan visi arsitek-
tur yang terfokus dan mendalam pemahaman terhadap kebutuhan bisnis yang spesifik. Langkah selanjutnya,
yaitu Business Architecture, memberikan landasan yang solid untuk merancang serta mengimplementasikan
solusi teknologi yang dapat signifikan meningkatkan efisiensi birokrasi dan kualitas layanan publik.

Taksonomi arsitektur data, yang diatur oleh Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu
Data Indonesia, juga diterapkan dengan baik di Kabupaten Parigi Moutong. Pendekatan ini memungkinkan
pengelompokan data berdasarkan sumbernya (baik internal maupun eksternal), yang sangat penting untuk
mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan efektif dalam menjalankan SPBE. Secara keseluruhan,
pendekatan komprehensif TOGAF ADM tidak hanya membantu dalam mengelola kompleksitas teknologi in-
formasi, tetapi juga mendukung transformasi digital yang menyeluruh di Kabupaten Parigi Moutong. Hal ini
bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik secara efisien, memenuhi kebutuhan masyarakat dengan lebih
baik, serta meningkatkan transparansi dalam administrasi pemerintahan.

Namun, hasil penelitian ini spesifik untuk Kabupaten Parigi Moutong dan mungkin tidak berlaku di
daerah lain tanpa penyesuaian. Setiap daerah memiliki kebutuhan dan kondisi yang berbeda, yang memerlukan
penyesuaian sistem dalam rangka meningkatkan efisiensi dan keamanan data. Oleh karena itu, untuk penerapan
di daerah lain, penting untuk melakukan penyesuaian teknologi dan strategi implementasi sesuai dengan karak-
teristik dan tantangan lokal masing-masing, guna memastikan bahwa SPBE dapat berjalan dengan optimal.

7. SARAN

Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Kabupaten Parigi Moutong menun-
jukkan kemajuan yang signifikan, namun untuk memastikan keberlanjutan dan kesuksesan implementasi, diper-
lukan penyesuaian teknologi yang lebih mendalam dengan kondisi lokal. Setiap daerah memiliki kebutuhan
dan tantangan yang berbeda, sehingga penerapan teknologi dalam sistem pemerintahan harus memperhatikan
karakteristik lokal, seperti keterbatasan sumber daya dan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong
perlu memastikan bahwa teknologi yang diterapkan tidak hanya relevan dengan kebutuhan saat ini, tetapi juga
dapat berkembang sesuai dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat di masa depan.

Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dan berbagai pihak terkait sangat penting
untuk memperkuat keberhasilan SPBE. Dalam hal ini, kolaborasi dengan pemerintah provinsi, sektor swasta,
serta lembaga pendidikan akan mempercepat proses digitalisasi dan memungkinkan berbagi sumber daya yang
lebih efisien. Sinergi ini akan membantu memastikan sistem yang diterapkan terintegrasi dengan baik di semua
level pemerintahan, serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan layanan publik.
Oleh karena itu, peningkatan komunikasi dan koordinasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci untuk
keberhasilan jangka panjang.

Terakhir, untuk meningkatkan efektivitas sistem, pengelolaan data harus lebih terstruktur dan aman,
serta didukung oleh penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) di sektor pemerintahan. Pengelolaan
data yang transparan dan aman sangat penting dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat, yang
pada akhirnya akan meningkatkan kualitas layanan publik. Pelatihan rutin untuk pegawai pemerintahan dalam
mengelola sistem informasi dan data juga sangat penting agar mereka dapat beradaptasi dengan perubahan
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teknologi. Dengan terus melakukan evaluasi dan uji coba sistem, Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong dapat
memastikan bahwa SPBE tetap efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
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